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STUDIPUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka
1. Implementasi
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah
implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun makna
implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab
(2017:135-136) mengatakan bahwalmplementasi adalah memahami
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian. Implementasi
kebijakan yakni kejadian- kejadian dan kegiatan- kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara
yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknya pada masyarakat.
Menurut Wahab (2001:65) pelaksanaan atau implementasi
sebagai berikut :
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat
dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan,



baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan
cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan
dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan
merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan
dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap
rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak
dicapai.

Menurut Harsono (2002:67) dalam bukunya yang berjudul
Implementasi kebijakan dan politik, mengemukakan pendapatnya
mengenai implementasi sebagai berikut :

‘“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan

kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka
penyempurnaan suatu program.”

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh harsono,
dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam
penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan

bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik

dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir.

Adapun  Schubert (2002) dalam Nurdin  (2002:70)
mengemukakan bahwa Implementasi adalah sistem Rekayasa.
Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti
bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan
yang terencana dan dilakukan secara  sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.



1) Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan
publik, perlu diketahui variabel atau faktor—faktor yang
mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna
menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi
kebijakan. Model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah
implementasi kebijakan diantaranya model implementasi yang
dikemukakan oleh George Edward lll.

Menurut Edward dalam Winarno, (2016:155-156), faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan
ada empat faktor, yaitu :

1. Komunikasi
Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian
informasi  kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker)
kepada pelaksana kebijakan (policy implementer). Menurut
Edward 11l

“‘Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian

tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan”.
2. Sumber Daya
Edward 1l mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga

memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam

implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari :

a. Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan dan kegagalan pelaksana
kebijakan. Edward Ill menegaskan bahwa “Probably the most
essential resource in implementing policy is staff’. Sumber
daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap
(keahlian). Oleh karena itu, antara jumlah staf yang
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dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas
pekerjaan yang ditanganinya.

b. Sumber daya anggaran, yang dimaksud adalah dana
(anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi
pelaksana kebijakan. Sumberdaya keuangan (anggaran) akan
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan..

c. Sumber daya peralatan (facility), merupakan sarana yang
digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan
pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi
Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga
tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa
mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau
menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang
implementor akan kebijakan tersebut mampu menguntungkan
organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi
implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan.
Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa
menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Menurut Edward :

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada
kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan
sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga
menghambat jalannya kebijakan.

Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standard
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Operation Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan
tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua
adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan
terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak
fleksibel.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2015:94-

99), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi, yaitu :

a. Variabel independen : yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan

b.

C.

yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis
pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti yang
dikehendaki.

Variabel intervening : yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk
menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan
konsistensi tujuan.

Variabel dependen : variabel-variabel yang mempengaruhi proses
implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial
ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis
konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen serta
kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Menurut Grindle (1980:11), bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yaitu
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isi kebijakan (content of policy) serta lingkungan implementasi ( context of

implementation) :

a. Variabel isi kebijakan : variabel isi kebijakan ini mencakup hal
sebagai berikut : a) kepentingan yang mempengaruhi; b) jenis
manfaat yang diterima oleh target group; c) sejauh mana perubahan
yang diinginkan oleh kebijakan; d) apakah letak sebuah program
sudah tepat; e) pelaksana program; 6) sumber daya yang disebutkan
apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

b. Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan
mencakup hal sebagai berikut ; a) seberapa besar kekuatan,
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat
dalam implementasi kebijakan; b) karakteristik institusi dan rezim
yang sedang berkuasa; c) daya tanggap pelaksanaan dan respon
masyarakat.

2. Kawasan Tanpa Rokok ( KTR).

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/
atau mempromosikan produk tembakau.

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2012) rokok adalah
salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar,
dihisap, dan dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau
bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan
atau tanpa bahan tambahan (Kemenkes RI, 2012). Merokok berarti

membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik
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menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Salah satu upaya
efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang
lain adalah melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Penerapan KTR memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati
udara bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai resiko yang
merugikan kesehatan. Perlunya KTR juga menjadi instruksi
pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan larangan merokok
di tempat-tempat yang ditentukan. Penetapan kawasan tanpa rokok
ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat
proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah,
angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang
ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok (Maulana et
al., 2020).

Kawasan Tanpa Rokok ini juga berfungsi melindungi perokok
pasif dari asap rokok (Sayuti, 2018). Suatu kebijakan dapat terbentuk
dengan adanya dorongan atau dukungan dari pihak yang
membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk mengatasi
masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan
salah satu cara efektif untuk mengatasi suatu masalah yang sedang
terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak tersebut
sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk menguasai masalah
dalam lingkungan sosialnya (Nasution, 2019).

Pengetahuan dan sikap terhadap bahaya merokok dan
adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diketahui karena

akan berpengaruh terhadap keberhasilan jalannya kebijakan
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tersebut. Pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara
diantaranya proses belajar terhadap suatu informasi yang diperoleh
seseorang, pengalaman secara langsung maupun dari pengalaman
orang lain serta proses pendidikan atau edukasi (Hutapea et al.,

2017).

B. Definisi Konsep
Definisi konsep adalah unsur penelitan yang menjelaskan
tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan
landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan
definisi konsep dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
1. Implementasi

Berdasarkan pengertian para ahli pada tinjauan pustaka maka
Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pelaksanaan atau penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di
Kantor DPRD Luwu Timur.

2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan tanpa rokok yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/
atau mempromosikan produk tembakau.

3. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada
pelaksana kebijakan seperti sosialisasi dan pemasangan tanda

larangan merokok di kawasan tanpa rokok.
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4. Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
sumber daya manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan,
sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan,
sumber daya anggaran berupa alokasi anggaran yang disiapkan
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dan sumber daya
peralatan berupa sarana prasarana yang telah disediakan oleh pihak
pelaksana untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
kawasan tanpa rokok.
5. Disposisi
Disposisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sikap
dan komitmen dari pelaksana kebijakan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Komitmen dari
pimpinan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
tersebut.
6. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme
melalui standar operasional terhadap pelaksanaan kawasan tanpa
rokok. Stardar operasional yang dimaksud adalah SOP yaitu Standar
Operasional Prosedur untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai
pedoman pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor
DPRD. Struktur birokrasi tidak berbelit-belit, adanya pembagian

kewenangan sehingga koordinasi mudah dilaksanakan.
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C. Kerangka Penelitian

Dalam implementasi kebijakan ini penulis menggunakan teori
Edward Il (1980) dalam Agustino (2016: 136-141) yang menggunakan
empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan.
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